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Abstract 
Tax is the biggest source of income for Indonesia, so it becomes very important to 
improve adherence to the taxpayers in Indonesia. The fact that Indonesia has failed to 
achieve its target for tax income only shows that the nation still faces lack of obedience 
from the tax payers. Many companies in Indonesia have tried to alleviate their tax 
expenses, either legally (Tax Avoidance) or illegally (Tax evasion). This Research 
describes the effect of profit management, independent commissioners, audit committee, 
institutional ownership, and corporate risk may faces from practicing tax evasion 
legally (Tax Avoidance). In this thesis, tax avoidance is described by Abnormal Book 
Tax Difference, which is an abnormal form of difference tax accounting differences. 
Samples were taken from manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 
within the period of 2011 – 2015 with purposive sampling method so the result is 68 
samples company will be taken. The results of this study indicate that earnings 
management audit committees, and corporate risk influence the practice of tax evasion 
(Tax Avoidance), while the independent directors and institusional ownership do not 
have a significant impact on the practice of tax evasion (Tax Avoidance) in Indonesia. 
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Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki 
kontribusi terbesar dari seluruh pendapatan Negara Indonesia. Bahkan berdasarkan 
APBN tahun 2016 yang dipublikasikan oleh kementerian keuangan Republik Indonesia 
prosentase pendapatan negara tahun 2016 yang berasal dari pajak sebesar 74,6% dari 
total keseluruhan pendapatan APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5 triliun rupiah 
(www.kemenkeu.go.id). Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu penopang 
perekonomian dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia yang 
menjadikannya wajib dibayarkan oleh para wajib pajak yang berada di Indonesia. Hal 
tersebut juga telah diungkapkan oleh Waluyo (2011) yang menyebutkan untuk 
mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan salah satunya 
dengan menggali potensi sumber dana yang berasal dari pajak.  
Tingginya penerimaan Negara yang berasal dari pajak merupakan suatu bukti 
bahwa pajak merupakan instrument penting dalam suatu Negara untuk menjalankan 
roda perekonomiannya. Bahkan menurut sumber Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia selama 5 tahun terakhir (tahun 2011 sampai dengan tahun 2015) dimana 
jumlah penerimaan Negara Indonesia yang berada di kisaran Rp1,200 Triliun sampai  
Rp1,500 Triliun; Presentase penerimaan yang berasal dari pajak menunjukkan angka 
masih diatas 70%. Bahkan pada tahun 2015, dimana total penerimaan Negara Indonesia 
mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan Negara tahun 2014 sebesar 
3,2%, namun total penerimaan pajak malah mengalami peningkatan sebesar 8,15% dari 
Rp1,146 Triliun di tahun 2014 menjadi Rp1,240 Triliun di tahun 2015. 
Bagaikan dua sisi mata uang, selain menjadi salah satu penopang perekonomian, 
pajak merupakan suatu beban karena menguragi penghasilan mereka, terlebih lagi para 
wajib pajak tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Menurut 
peneliti hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat baik wajib pajak perorangan 
maupun wajib pajak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). 
Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak 
secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghidaran pajak ini dapat 
dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun di 
sisi lain tidak diinginkan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara tahun 
2015, dimana realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak masih dibawah 
angka yang direncanakan atau ditargetkan pemerintah pada tahun yang sama, yakni 
hanya mencapai sekitar 83,58% dari nilai yang dianggarkan pemerintah. 
 
Tabel 1 
Tabel Anggaran dan Realisasi PPh Badan tahun 2015 
Anggaran PPh Badan  berdasarkan APBN 220,8 Triliun 
Realisasi Anggaran PPh Badan  184,6 Triliun 
Pencapaian 83,58% 
Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan  
 
Berbagai cara dilakukan oleh para wajib pajak untuk dapat menekan beban 
perpajakannya atau bahkan menghilangkan kewajibannya tersebut. Salah satu upaya 
dalam melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan manajemen laba. 
Manajemen laba merupakan merupakan salah satu cara yang digunakan dan 
dimanfaatkan oleh manajer dalam mengelola laba. Manajemen laba bukan hanya 
digunakan untuk meningkatkan laba, namun dapat juga digunakan untuk memanipulasi 
laba agar kewajiban pajak yang harus dibayarkan dapat ditangguhkan atau bahkan 
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dikurangi. Data dari direktorat jenderal pajak mengenai penerimaan PPh tahun 2014 
sebesar Rp460,1 Triliun atau hanya sebesar 4,3% bila dibandingkan PDB (Produk 
Domestik Bruto) Indonesia tahun 2014 yang sebesar Rp10.542,7 Triliun menunjukkan 
adanya indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh para pengusaha atau perusahaan 
untuk dapat melakukan penghindaran pajak (Tax Avoidance). Tax Avoidance di 
Indonesia sebenarnya sudah cukup banyak terungkap, beberapa kasus besar Tax 
Avoidance sudah diambil tindakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut 
Rusydi (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap 
Aggressive Tax Avoidance di Indonesia, kasus besar penghindaran pajak yang 
dilakukan perusahaan multinasional dan telah ditindak oleh Direktorat Jenderal Pajak 
diantaranya adalah Asian Agri, Bumi Resources, Adaro, Indosat, Indofood, Kaltim 
Prima Coal (KPC) dan PT Airfast Indonesia (anak perusahaan PT Freeport Mc Moran). 
Fakta ini semakin menunjukkan hubungan Tax Avoidance dengan perusahaan 
multinasional yang sebagian besar memiliki nilai aset yang besar. Namun selain 
beberapa perusahaan tersebut, salah satu kasus yang menarik adalah kasus pembunuhan 
yang dilakukan seorang wajib pajak di Sumatera Utara yang merupakan pengusaha 
getah karet dengan korbannya seorang petugas pajak yang menurut Harian Tempo.com, 
pembunuhan tersebut berlatar belakang adanya penagihan terhadap hutang pajak serta 
denda sebesar ±14 Milyar. Dilihat dari sisi lain kasus ini menunjukkan bahwa praktik 
penggelapan atau penghindaran pajak tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha atau 
perusahaan yang memiliki aset besar saja, melainkan dapat dilakukan oleh seluruh 
wajib pajak di Indonesia.  
Salah satu yang menarik akhir-akhir ini adalah dengan munculnya dokumen 
Panama (Panama Papers) yang merupakan bocoran dokumen kantor hukum Mossack 
Fonseca yang berada di Panama yang mengindikasikan adanya praktik penggelapan 
pajak dan pencucian uang oleh tokoh penting dunia, konglomerat, hingga selebriti dan 
bintang olahraga ternama. Menurut detik news Dokumen Panama (Panama Papers) 
mengungkapkan pengaturan keuangan oleh banyak politikus dan tokoh publik 
termasuk orang dekat Presiden Vladimir Putin, kerabat Perdana Menteri Inggris, 
Islandia dan Pakistan, serta Presiden Ukraina. Bocoran dokumen itu berasal dari firma 
hukum Mossack Fonseca yang berbasis di Panama. Dalam dokumen tersebut juga 
terungkap beberapa nama pengusaha asal Indonesia yang secara tidak langsung 
memiliki perusahaan diluar negeri yang digunakan untuk melakukan praktik 
penghindaran pajak. Mereka melakukan hal tersebut karena melihat besarnya 
prosentase pajak penghasilan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dibandingkan 
dengan beberapa negara lainnya. Selain itu berbagai celah atas aturan perpajakan di 
Indonesia juga membantu para pengusaha, politisi, serta orang berpenghasilan besar 
lainnya tersebut untuk melakukan penggelapan dan penghindaran pajak. 
Dalam beberapa penelitian sebelumnya seperti Geraldina (2013), Wang dan 
Chen (2012) serta Yuwono (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen laba 
berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Perbedaan antara penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah proksi yang digunakan untuk mengukur praktik 
penghindaran pajak adalah abnormal book tax difference dan untuk manajemen laba 
diukur berdasarkan diskrosioner akrual model jones yang dimodifikasi. Pemilihan 
ukuran penghindaran pajak dengan abnormal book tax difference dianggap lebih 
menggambarkan adanya praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perhitungan 
menggunakan book tax difference. Menurut Desai dan Darmapala (2006) nilai 
abnormal dari perbedaan nilai buku akuntansi dengan buku pajak dirasa lebih 
Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol.5 No. 2 September 2018 
 
140 
 
menggambarkan adanya tax avoidance dibandingkan hanya memperhitungkan 
perbedaan nilai buku saja.  
Jika manajemen laba diindikasi memberi pengaruh positif terhadap praktik 
penghindaran pajak, berbeda dengan pengaruh GCG (Good Corporate Governance) 
yang beberapa tahun terakhir digencarkan untuk mengurangi adanya manajemen laba 
atau praktik penghindaran pajak. Praktik GCG akan mengurangi atau meminimumkan 
konflik keagenan yang umumnya terjadi antara pemegang saham dan manajemen 
perusahan sehingga data keuangan yang dihasilkan dan dilaporkan oleh manajemen 
akan lebih riil atau sesuai aslinya. Menurut Haruman (2008) corporate governance 
merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara seluruh 
stakeholder perusahaan serta menentukan arah dari kinerja perusahaan. Meskipun sejak 
tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang 
dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 
telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama, 
masih terdapat wajib pajak baik badan maupun perseorangan yang melakukan praktik 
penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa corporate governancce belum 
sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia. Dalam penelitian ini 
GCG dapat diukur dari pengaruh komisaris independen, komite audit dan kepemilikan 
institusional yang dimiliki perusahaan. Adanya komisaris independen dan komite audit 
akan memastikan dan mengontrol tindakan yang dilakukan oleh manajemen agar 
berjalan sesuai dengan aturan dan visi perusahaan. Sedangkan kepemilikan institusional 
yang memainkan peran penting dalam memantau, mendisplinkan dan mempengaruhi 
manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri juga memberikan 
insentif bagi manajemen untuk memastikan manajemen membuat keputusan yang 
terbaik untuk memperoleh kesejahteraan maksimal bagi pemegang saham institusional. 
Hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh 
perusahaan demi mengamankan investasi yang dilakukan oleh pihak institusional. 
Dengan kata lain dapat diindikasikan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh negatif 
dan mempengaruhi berkurangnya Tax Avoidance yang dilakukan manajemen 
perusahaan. Faktor lain yang berpengaruh terhadap perilaku manajemen melakukan 
Tax Avoidance adalah risiko perusahaan. Risiko perusahaan merupakan risiko terhadap 
nilai saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Budiman dan Setiyono, 2012). 
Semakin tinggi risiko nilai saham suatu perusahaan maka diindikasikan manajemen 
akan berusaha untuk menjaga citra dari perusahaan dihadapan investornya. Hal ini juga 
diindikasikan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih taat terhadap pembayaran 
pajaknya.  
Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai apakah ada pengaruh dari manajemen laba, komisaris 
independen, komite audit, kepemilikan institusional dan risiko perusahaan terhadap 
perilaku penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan – 
perusahaan manufaktur di Indonesia.  
Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka tujuan penelitian ini diharapkan 
mampu menjelaskan bagaimana pengaruh manajemen laba, good corporate governance 
yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan 
institusional serta risiko perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax 
Avoidance) pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
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Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Agency theory menurut Jensen dan Meckling (1976) merupakan teori yang 
selama ini telah mendasari praktik bisnis perusahaan – perusahaan di dunia. Teori ini 
merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang 
merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan 
menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Prinsip utama dari teori 
ini adalah mendiskripsikan adanya hubungan kerja (kontrak) antara pihak yang 
memberi wewenang yaitu investor atau principal atau pemegang saham (shareholders) 
dengan pihak yang menerima wewenang atau agen yaitu manajemen perusahaan. 
Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta 
karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Menurut Anthony dan 
Govindarajan (2012), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan 
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 
oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 
principal dan agent. 
 Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan keagenan muncul ketika 
seorang atau lebih principal memperkerjakan orang lain (agen) untuk memberikan 
suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 
agen tersebut. Hubungan antara principal dan agent dapat mengarah pada kondisi 
ketidak-seimbangan informasi (asymmetrical information) karena agen berada pada 
posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan 
dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu – individu bertindak untuk 
memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan ketidak-seimbangan informasi 
yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi 
yang tidak diketahui principal. Dalam kondisi yang tidak seimbang tersebut, agen dapat 
mempengaruhi angka – angka yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara 
melakukan manajemen laba. 
 Kemudian, masalah keagenan juga akan timbul jika pihak manajemen atau agen 
perusahaan tidak atau kurang memiliki saham biasa perusahaan tersebut. Karena 
dengan keadaan ini menjadikan pihak manajemen tidak lagi berupaya untuk 
memaksimumkan keuntungan perusahaan dan mereka berusaha untuk mengambil 
keuntungan dari beban yang ditanggung oleh pemegang saham. Cara yang dilakukan 
pihak manajemen adalah dalam bentuk peningkatan kekayaan dan juga dalam bentuk 
kesenangan dan fasilitas perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 
masalah keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu; (1) antara pemegang 
saham dan manajer, dan (2) antara pemegang saham dan kreditor. Jika suatu 
perusahaan berbentuk perusahaan perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, 
maka dapat diasumsikan bahwa manajer–pemilik tersebut akan mengambil setiap 
tindakan yang mungkin, untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur dalam 
bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk kesenangan dan 
fasilitas eksekutif. Tetapi, jika manajer mempunyai porsi sebagai pemilik dan mereka 
mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk perseroan dan menjual sebagian 
saham perusahaan kepada pihak luar, maka pertentangan kepentingan bisa segera 
timbul. Keadaan ini menjadikan manajer mungkin saja tidak sedemikian gigih lagi 
untuk memaksimumkan kekayaan pemegang saham karena jatahnya atas kekayaan 
tersebut telah berkurang sesuai dengan pengurangan kepemilikan mereka. Atau 
mungkin saja manajer menetapkan gaji yang besar bagi dirinya atau menambah fasilitas 
eksekutif, karena sebagian di antaranya akan menjadi beban pemegang saham lainnya. 
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 Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata 
termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 
antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan 
kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 
meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 
kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, 
pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena adanya 
perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimumkan 
kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan principal. Manajer 
memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat 
memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal.  
 Teori keagenan menjelaskan mengenai tindakan yang akan diambil oleh  pihak-
pihak yang terlibat dalam perusahaan, karena pada dasarnya mereka memiliki 
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik keagenan. 
Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian 
perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check dan balance untuk 
mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen (Haruman, 
2008). Pengawasan yang efektif oleh pihak-pihak yang berkaitan dalam pengelolaan 
perusahaan sangat dibutuhkan. Bagian terpenting yang menjadi dasar dari 
terlaksananya konsep corporate governance adalah dewan komisaris yang terdiri dari 
komisaris independen. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan  kesuksesan 
perusahaan karena dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, 
sedangkan manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing 
perusahaan, sehingga dewan komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen 
dalam mengelola perusahaan termasuk manajemen pajak (Egon, 2000 dalam FCGI, 
2004). Masalah yang terjadi antara manajemen dan pemilik modal menimbulkan 
munculnya biaya. Disinilah letak pentingnya corporate governance, yaitu sebagai 
penjamin dilindunginya hak-hak pemegang saham. Jensen dan Meckling (1976) 
menyatakan bahwa agency cost terdiri atas monitoring cost, bonding cost dan residual 
loss. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal untuk 
memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku 
agent. Bonding cost merupakan biaya yang ditangung oleh agent untuk menetapkan 
dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent akan bertindak untuk 
kepentingan principal. Selanjutnya residual loss merupakan pengorbanan yang berupa 
berkurangnya kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent 
dan keputusan principal. (Pohan,2008) 
 
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 
 Pada dasarnya setiap wajib pajak selalu berusaha untuk memperkecil beban 
usaha-nya, termasuk salah satunya adalah beban pajak sehingga para wajib pajak 
berusaha untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran terhadap pajak dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu penghindaran pasif dan penghindaran aktif. Penghindaran 
pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan 
erat dengan struktur ekonomi, sedangkan penghindaran aktif adalah semua usaha dan 
perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk 
menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan 
pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal 
disebut dengan Tax Avoidance, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut 
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dengan tax evasion. Pengertian Tax Avoidance atau penghindaran pajak yang lain 
adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang 
yang ada (Mardiasmo, 2003 dalam Budiman dan Setiyono, 2012).  
 
Manajemen Laba (Earning Management) 
Menurut Scott (2015) pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua. 
Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan 
utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya-biaya 
politik (oportunistic Earnings Management). Kedua, dengan memandang manajemen 
laba dari perspektif efficient contracting (Efficient Earnings Management), dimana 
manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 
perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan 
pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat 
mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya 
dengan membuat perataan laba (income smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang 
waktu.   
 
Teori Akuntansi Positif  (Positif Accounting Theory) 
Menurut Watt dan Zimmerman, (1986) dalam teori akuntansi positif terdapat 3 (tiga) 
motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba antara lain :   
1) Bonus Plan Hypothesis. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang 
memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang 
memberikan bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan 
metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.   
2) Debt Covenant Hypothesis. Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran 
perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 
meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka 
dalam pandangan pihak eksternal. 
3) Political Cost Hypothesis. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula 
kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan 
laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera 
mengambil tindakan, misalnya : mengenakan peraturan antitrust, menaikkan 
pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.   
 
Good Corporate governance 
Forum for Corporate governance in Indonesia (FGCI) mendefinisikan 
Corporate governance sebagai hubungan antara pihak manajemen atau pengelola, 
pemerintah, kreditur, karyawan, serta para stakeholder lainnya yang diatur dalam 
seperangkat aturan. Corporate governance memiliki tujuan antara lain untuk 
memberikan nilai tambah kepada seluruh pihak. (Tjager dkk, 2003) Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan, corporate governance 
adalah seperangkat hubungan antara manajemen perusahaan, pemegang saham, pemilik 
perusahaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Corporate governance juga 
mencakup struktur tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, dan cara mencapai tujuan 
tersebut serta pemantauan kinerja. Keberhasilan penerapan GCG tidak terlepas dari 
unsur yang terdapat di dalamnya yakni internal dan eksternal perusahaan. 
Unsur-unsur Good Corporate governance tersebut harus ada dalam perusahaan 
yang akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dalam pelaksanaannya 
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maka harus dibentuk melalui baik internal maupun eksternal perusahaan. Unsur internal 
perusahaan merupakan sesuatu yang bisa mengontrol kinerja manajemen dalam 
melaksanakan kegiatannya, sedangkan unsur dari luar perusahaan merupakan alat 
acuan dan kontrol bagi manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. 
Menurut Sutedi (2012), unsur-unsur GCG tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Internal Perusahaan: 
(1) Pemegang saham 
(2) Manajer 
(3) Dewan Direksi 
(4) Dewan Komisaris 
(5) Karyawan 
(6) Sistem remunerasi 
(7) Komite audit perusahaan 
2. Ekstenal Perusahaan: 
(1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum 
(2) Investor 
(3) Institut penyedia informasi 
(4) Akuntan publik 
(5) Institut yang memihak kepentingan publik bukan golongan 
(6) Pemberian pinjaman 
(7) Lembaga yang mengesahkan legalitas 
 
Risiko Perusahaan 
 Risiko pada umumnya berhubungan dengan ketidakpastian (uncertainties). 
Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan karena timbulnya peluang 
(Opportunity) atau malah merugikan karena timbulnya risiko (Risk). Resiko perusahaan 
adalah suatu kondisi dimana kemungkinan – kemungkinan yang menyebabkan kinerja 
suatu perusahaaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu 
perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. 
Kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan, menganalisa serta menggunakan 
informasi untuk meminimalisasi risiko yang ada merupakan suatu keunggulan 
perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha.  
 
Kerangka Pemikiran Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis 
 Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti Pengaruh Manajemen Laba, 
Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Risiko 
Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). Dalam penelitian 
ini, juga dimasukkan tiga variabel kontrol yakni ROA, Leverage dan Ukuran peruahaan 
yang digunakan sebagai sehingga hasil penelitian dapat lebih signifikan dan tidak 
terlalu terpengaruh oleh faktor luar yang tidak diteliti. Berikut skema kerangka 
konseptual dalam penelitian ini : 
 
 
 
 
 
  Variabel Independen 
 
Manajemen Laba 
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  Variabel Kontrol 
 
 
 
 
 
 
Hipotesis 1 : Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance 
 Penelitian mengenai manajeman laba yang terkait dengan penghindaran pajak 
antara lain dilakukan oleh Geraldina (2013) yang melakukan penelitian terkait 
preferensi manajemen laba akrual atau manajemen laba riil dalam aktivitas tax shelter. 
Pada penelitian tersebut, variabel bebas manajemen laba diproksikan dengan akrual 
diskresioner. Dalam penelitiannya, Geraldina menarik kesimpulan bahwa manajemen 
laba berpengaruh positif terhadap praktek penghindaran pajak. 
Penelitian lain yang dijadikan referensi penelitian adalah penelitian yang 
dilakukan Wang dan Chen (2012) yang melakukan penelitian terhadap pengaruh 
manajemen laba terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) pada perusahaan yang 
terdaftar selama 2004-2006 memperoleh hasil adanya pengaruh positif antara 
manajemen laba dan penghindaran pajak atau dengan kata lain peghindaran pajak (Tax 
Avoidance) adalah salah satu motivasi dari perusahaan melakukan manajemen laba. 
Pada penelitian tersebut, mereka menggunakan diskrossioner akrual yang diukur 
dengan model jones yang dimodifikasi untuk mengukur variabel manajemen labanya. 
Sedangkan penelitian yang mengaitkan manajeman laba dengan praktik 
penghindaran pajak terbaru adalah penelitian dari Yuwono (2016) mengenai Pengaruh 
manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian tersebut, Yuwono 
mengambil kesimpulan bahwa Manajemen laba berpengaruh positif terhadap 
penghindaran pajak pada model book-tax difference. Hal ini disebabkan manajemen 
yang termotivasi untuk melakukan manajemen laba agar bisa menurunkan beban pajak 
perusaahaan (Scott, 2015). Karena motivasi untuk menurunkan beban pajak tersebut, 
manajemen perusahaan menggunakan berbagai metode untuk menurunkan laba 
perusahaan yaitu manajemen laba. 
 Berdasarkan landasan hasil penelitian sebelumnya, dan atas dasar bukti-bukti 
empiris di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 
H1 : Manajemen Laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Hipotesis 2 : Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance  
 Komisaris Independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan berasal 
dari internal perusahaan pada dasarnya dianggap memiliki risiko kecil dari conflict of 
Variabel Dependen : 
Penghindaran Pajak 
Komisaris Independen 
Komite Audit 
Risiko Perusahaan 
Return On Asset (ROA) 
Leverage (Lev) 
Ukuran Perusahaan 
Kepemilikan Institusional 
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interest oleh karena itu dianggap dapat mengurangi risiko praktik penghindaran pajak 
yang dilakukan perusahaan. Hal serupa telah dibuktikan pada penelitian dari Sari pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2012 yang menunjukkan 
hasil komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik penhindaran pajak 
perusahaan (Tax Avoidance). 
 Hal senada juga diungkapkan Maharani dan Seurdana pada penelitiannya pada 
tahun 2014 yang berjudul Pengaruh GCG, Profitabilitas, dan karakter eksekutif 
terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang menunjukkan hasil 
Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak (Tax 
Avoidance). 
 Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Kurniasih dan Sari yang melakukan 
penelitian yang sama dengan menggunakan data tahun 2007 – 2010, dimana dari 
penelitian tersebut mereka mengambil kesimpulan Komisaris Independen tidak 
berpengaruh signifikan  terhadap praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance). Hal ini 
juga dipekuat oleh penelitian dari Kristiana pada tahun 2014 dimana dari hasil 
penelitiannya menunjukkan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan  
terhadap praktik penghindaran pajak (Tax Avoidance). 
 Berdasarkan landasan hasil penelitian sebelumnya, dan atas dasar bukti-bukti 
empiris di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 
H2 : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran     
        pajak. 
 
Hipotesis 3 : Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance  
Sejak berlakunya aturan mengenai Good Corporate governance di BEI tahun 2000, 
komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan corporate governance 
perusahaan public. Pohan (2008) melakukan penelitian dan kesimpulannya menemukan jika 
jumlah audit committee dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang 
dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat 
meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan 
pajak. 
Penelitian Maharani dan Seurdana (2014) menunjukkan bahwa komite audit 
berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Semakin tinggi keberadaan komite 
audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas good corporate governance di 
dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran 
pajak yang dilakukan. Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
Maharani dan Seurdana adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014). 
Dalam penelitian ini Dewi dan Jati memperoleh hasil signifikan sebesar 0.017 dan 
koefisien regresi sebesar -0.068 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki 
komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam penyajian laporan 
keuangan karena komite audit telah melakukan monitoring segala kegiatan yang 
berlangsung di dalam perusahaan.  
Hal berbeda ditunjukan oleh penelitian yang dilakukan oleh kurniasih dan sari 
(2013), dimana dalam penelitian tersebut mereka munggunakan cash ETR sebagai 
proksi dari variabel penghindaran pajak dan variabel dummy untuk mengukur 
variabel komite audit. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang menggunakan data 
laporan keuangan tahun 2007 hingga 2010 tersebut mendapat kesimpulan bahwa 
tidak ada pengaruh signifikan antara komite audit terhadap praktik penghindaran 
pajak. 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas mengenai komite audit berengaruh 
terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
 
H3 :  Komite Audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
 
Hipotesis 4 : Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance  
Kepemilikan Institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar 
terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya 
institusi menyerahkan tanggung jawab kepada devisi tertentu untuk mengelola investasi 
perushaaan. Keberadaan institusi yang memantau secara profesional perkembangan 
investasinya menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat 
tinggi sehingga potensi dapat ditekan. 
Penelitian mengenai kepemilikan institusional antara lain dilakukan oleh 
Putranti dan Setiawanta (2015) pada jurnalnya yang berjudul pengaruh kepemilikan 
institusional, struktur dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit terhadap Tax 
Avoidance. Pada penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham 
oleh pihak institusional berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.  
Namun hal berbeda ditunjukkan pada penelitian Ngadiman dan Puspitasari 
(2014) dari hasil pengujian untuk variabel kepemilikan institusional, dapat 
disimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Pranata, Puspa, dan Herawati (2014) yang menyatakan bahwa 
variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax 
Avoidance. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula 
jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan 
semakin kecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh 
perusahaan. Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, 
dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari 
peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.  
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dan atas dasar bukti-bukti empiris di 
atas, maka hipotesis sebagai berikut: 
 
H4 :  Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran 
pajak. 
 
Hipotesis 5 : Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance 
Penelitian mengenai risiko perusahaan dalam kaitannya dengan Tax Avoidance 
pada umumnya dipengaruhi karena adanya anggapan bahwa perusahaan semakin besar 
dan semakin memiliki risiko saham yang tinggi memiliki masalah yang lebih komplek 
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki risiko saham yang kecil. Hal ini 
dikarenakan dengan kompleksitas masalah yang dihadapi perusahaan yang memiliki 
risiko saham, pada umumnya manajemen perusahaan berusaha untuk selalu menjaga 
citra dari perusahaan tersebut. Dengan dasar tersebut biasanya manajemen perusahaan 
akan lebih mentaati peraturan yang berlaku (termasuk aturan pembayaran pajak) agar 
menghindari adanya masalah dengan para stakeholder. Hal tersebut dibuktikan oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012) yang berjudul pengaruh 
karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidance) menunjukkan 
risiko perusahaan yang diukur dengan standar deviasi harga saham berpengaruh negatif 
terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini juga didukung oleh Dewi dan Jati (2014) yang 
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menunjukkan hasil signifikan negatif dalam penelitiannya yang menggunakan data 
laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009 
hingga 2012. 
Hal berbeda ditunjukkan pada penelitian Maharani dan Seurdana (2014) dalam 
jurnalnya yang berjudul pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik 
eksekutif pada Tax Avoidance perusahaan manufaktur. Karakteristik eksekutif dalam 
penelitian ini diproksikan dengan risiko perusahaan yang tergantung pada karakter 
eksekutifnya yang risk taker atau bukan. Dalam penelitian tersebut, Maharani dan 
Seurdana mengambil kesimpulan bahwa risiko perusahaan memiliki pengaruh positif 
terhadap praktik penghindaran pajak. 
Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dan atas dasar bukti-bukti empiris di 
atas, maka hipotesis sebagai berikut: 
 
H5 :  Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 
 
 
METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
 Rancangan dari penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data sekunder dan pengujian hipotesis untuk menjelaskan 
fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Variabel diperoleh berdasarkan data 
dan fakta - fakta dari data sekunder yang dikumpulkan. Penelitian ini dimaksudkan 
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dan arah hubungan yang terjadi antara 
variabel-variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel 
terikat). 
 Selanjutnya untuk pengujian hipotesis digunakan teknik statistik dengan 
menggunakan metode regresi data panel. Pengujian terhadap hipotesis baik secara 
parsial maupun simultan, dilakukan setelah model regresi yang bebas dari pelanggaran 
asumsi klasik. Tujuannya adalah agar supaya hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan 
secara tepat dan efisien. Interpretasi hasil penelitian, baik secara parsial (uji-t) maupun 
secara simultan (uji-F), dilakukan terhadap variabel independen yang mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 
Definisi Operasional 
Definisi operasional variabel adalah suatu pengertian atau definisi yang berisi 
informasi ilmiah yang sangat membantu pengguna penelitian termasuk peneliti lain 
yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama (secara 
operasional, secara praktik, dan secara riil, dalam lingkup obyek penelitian / obyek 
yang diteliti) yang terdapat dalam judul penelitian sesuai dengan hasil perumusan 
masalah. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel, yakni : 
 
 
 
Tabel 2 
 
Jenis Variabel Variabel Indikator Skala 
Variabel terikat Tax Avoidance Niliai Abnormal Book Tax Rasio 
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Jenis Variabel Variabel Indikator Skala 
(Dependent 
Variable) 
Difference (ABTD) 
 
 
 
Variabel Bebas 
(Independent 
Variable) 
Manajemen laba Nilai Residual Total Accrual Rasio 
Komisaris 
Independen 
Pesentase jumlah komisaris 
independen di perusahaan 
Rasio 
Komite Audit Jumlah Komite Audit Nominal 
Kepemilikan 
Institusional 
Persentase kepemilikan saham 
pihak institusional terhadap 
keseluruhan saham 
Rasio 
Risiko 
Perusahaan 
Standar deviasi dari penutupan 
harga saham tiap bulan 
Rasio 
 
Variabel 
Kontrol 
(Control 
Variable) 
ROA Rasio antara Laba setelah Pajak 
dengan total aset 
Rasio 
Leverage Rasio antara hutang dengan modal 
perusahaan 
Rasio 
Ukuran 
perusahaan 
Ln dari total aset perusahaan Rasio 
 
 
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) 
  Terkait penghindaran pajak dilakukan banyak penelitian misalnya pengujian 
pengaruh high-powered insentif terhadap Tax Avoidance (Desai dan Dharmapala, 
2006). Pada penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan metode 
pengukuran Desai dan Dharmapala (2006). Metode tersebut telah ia modifikasi dengan 
menggunakan total accruals dalam regresi Book Tax Difference (BTD) untuk 
memperoleh manajemen laba dalam kaitannya dengan tujuan penghindaran pajak atau 
biasa disebut Abnormal Book Tax Difference (ABTD).Untuk mengukur ABTD, 
langkah pertama dilakukan perhitungan BTD dengan persamaan sebagai berikut : 
 
1-ti,
it
it
it
it
Asset Total
)
RateTax 
ExpenseTax 
( -  IncomePreTax 
= BTD  
Keterangan: 
1. BTDit   : Book Tax Difference  
2. PreTax Income  : Laba Akuntansi 
3. Tax Expenses  : laba fiskal kini atau current income tax 
4. Total Asset i, t-1  : Total Aset Tahun Sebelumnya 
 
Selanjuntnya dilakukan perhitungan residual dari persamaan regresi total 
akrual terhadap BTD secara crossection per tahun per industri manufaktur dan 
non manufaktur (Desai dan Dharmapala, 2006) : 
 
tit0  + Akrual Total +  itBTD
 
Keterangan: 
1. BTDit   : Book Tax Difference  
Y 
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2. Total Akrual  : Total Akrual dihitung dengan rumus : 
 
1-ti,
it
it
Asset Total
 OCF- NI
= Akrual Total  
 
Manajemen Laba  
Manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan konsep akrual diskresioner. 
Akrual diskresioner adalah akrual yang nilainya ditentukan oleh kebijakan / diskresi 
manajemen. Menurut Kothari et al., (2005) usulan model Jones yang telah mereka 
modifikasi mungkin untuk menunjukkan kenaikan Akrual Diskresioner pada saat 
perusahaan tumbuh. Model yang dikemukakan Khotari tersebut dikenal dengan 
Performance-Matched Discretionary Accruals. Model ini memiliki ide dasar bahwa 
akrual yang terdapat dalam perusahaan yang sedang memiliki kinerja yang “tidak biasa” 
(unusual performance) secara sistematis diharapkan bukan nol sehingga kinerja 
perusahaan pastinya berhubungan dengan akrual. Untuk mengontrol kinerja yang tidak 
biasa, dalam mengestimasi akrual diskresioner, Kothari memasukkan variabel kinerja, 
seperti return on asset (ROA) sebagai tambahan variabel independen dalam model 
regresi akrual diskresioner.Berikut persamaan model Kothari (2005) :  
 
t3
1-ti,
it
2
1-ti,
it
1
1-ti,
0
1-ti,
 +ROA  + )
TA
PPE
(  + )
TA
Rev
(  + )
TA
1
(  
)(TA
Accrual Total


   
Dimana : 
1. ΔREVit = Selisih Pendapatan dari periode sebelumnya. 
2. PPEit = nilai kotor dari Plant, Property, dan Equipment. 
3. TAi, t-1 = total asset perusahaan untuk tahun t-1 (tahun sebelumnya). 
4. ROA = Return On Asset 
5. = residual regresi yang merupakan estimasi akrual diskresioner. 
 
Komisaris Independen 
Komisaris independen dapat didefinisikan sebagai sejumlah komisaris yang 
tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki 
hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai 
direktur pada suatu perusahaan pemilik. Pada penelitian ini menggunakan 
perhitungan persentase jumlah komite independen dibandingkan dengan jumlah 
keseluruhan komite. Proporsi Dewan Komisaris diukur dengan rasio sebagai berikut: 
 
100% x 
KomisarisDewan seluruh Jumlah 
Independen KomisarisJumlah 
  Independen Komisaris Proporsi   
 
Komite Audit 
  Komite Audit merupakan komite yang dibentuk untuk melalukan penilaian atas 
kewajaran laporan yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini, 
komite audit diukur dengan menampilkan jumlah komite audit yang tercantum dalam 
laporan keuangan audited yang telah diterbitkan oleh setiap perusahaan. Komite Audit 
dalam penelitian ini diukur sebagai berikut : 
 
Audit KomiteJumlah   Audit  Komite 
 
 
t
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Kepemilikan Institusional 
  Menurut Jansen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional merupakan 
prosentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang membantu 
mengendalikan masalah keagenan. Sehingga pada penelitian ini kepemilikan 
institusional dijabarkan menjadi kepemilikan oleh pihak perusahaan atau lembaga lain 
seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management. Proporsi 
kepemilikan institusional dijabarkan sebagai berikut : 
 
100% x 
sahamn Kepemilikaseluruh Jumlah 
nalInstitusion KepemilikaJumlah 
  nalInstitusion Kepemilika   
 
Risiko Perusahaan  
  Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana adanya kemungkinan yang 
menyebabkan kinerja suatu perusahaaan menjadi lebih rendah daripada apa yang 
diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di 
masa mendatang. Pada penelitian ini, risiko perusahaan dihitung berdasarkan nilai 
standar deviasi dari harga peutupan saham bulan ini dengan bulan sebelumnya. Dalam 
penelitian ini rumus yang digunakan untuk menghitung risiko perusahaan 
menggunakan : 
 

0 Price Closing
0) Price Colsing -1 Price (Closing
 Perusahaan Risiko  
Dimana : 
1. Closing Price 1 = Harga penutupan saham bulan ini  
2. Closing Price 0 = Harga penutupan saham bulan sebelumnya 
 
Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data adalah 
dengan cara melakukan akses ke website www.idx.co.id ; www.finance.yahoo.com  
serta www.sahamok.com untuk memperoleh data perusahaan manufaktur yang telah 
secara resmi dipublikasikan. Data yang diambil merupakan data laporan tahunan 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 01 Desember 2016. Serta 
data penutupan harga saham harian dari keseluruhan perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI pada 01 Desember 2016. Setelah data diperoleh, kemudian dilakukan 
pemilihan pada data yang lengkap saja. Kemudian dilakukan pengolahan dan analisis 
data yang dihasilkan.. 
 
Metode Analisis Data 
 Berdasarkan cara pengolahan datanya, statistik dalam penelitian ini 
menggunakan statistik induktif atau statistik inferensi yang merupakan ilmu statistika 
yang digunakan untuk menganalisis dan mengiterpretasikan data sampel dan hasilnya 
akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel diambil. Berdasarkan 
parameternya, penelitian ini mengunakan statistik parametris. Statistik parametris 
digunakan untuk menganalisa data interval atau data rasio yang diambil dari populasi, 
dimana populasi yang diambil berdistribusi normal. Pada tahap awal, dalam penelitian 
ini akan dilakukan uji asumsi klasik, yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian 
model regresi dan pemilihan model data panel untuk kemudian dapat diambil 
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kesimpulan dan membuktikan hipotesis yang diuji  
 
Pengujian Hipotesis 
Model Penelitian 
Penulis membuat model persamaan dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi berganda karena dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dengan 
lebih dari satu variabel independen serta variabel kontrol. Regresi berganda bertujuan 
untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih selain itu, analisis 
regresi berganda menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 
variabel independen. Adapun rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai 
berikut :  
 
ABTDit = 0 + 1MLit + 2KIit  + 3KAit + 4KISit + 5RPit + 6ROA it + 7LEVit + 8UKit 
+  e 
 
Keterangan :  
ABTD    = Tax Avoidance 
ML       = Manajemen Laba  
KI    = Komisaris Independen 
KA    = Komite Audit 
KIS    = Kepemilikian Institusional 
RP    = Risiko Perusahaan  
ROA    = ROA 
LEV    = Leverage 
UK    = Ukuran Perusahaan  
    Konstanta 
 koefisien regresi parsial 
it    Periode t 
e    = error 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Objek Penelitian 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011 hingga 
2015, yaitu sebanyak 144 perusahaan. Dalam penelitian ini kriteria sample 
menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI posisi 1 Desember 2016 dan telah 
terdaftar di BEI posisi sebelum tanggal 1 Januari 2011. 
2. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang 
rupiah serta memiliki data yang lengkap selama tahun 2011 hingga 2015. 
 
 
 
Tabel 3 
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Kriteria Jumlah 
Perusahaan (unit) 
Perusahaan yang terdaftar di BEI posisi tgl 1 Desember 2016  144  
Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 1 Januari 2011 (24) 
Perusahaan yang terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2011 120  
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menyajikan 
laporan keuangan dalam mata uang selain rupiah dan datanya 
lengkap selama periode 2011 – 2015 
 
(38) 
Jumlah sampel penelitian 82 
Outlier (14) 
Total sampel perusahaan untuk dianalisa  68 
Jumlah Observasi data (68 x 5) 340 
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Dari sampel yang telah diperoleh berikut gambaran umum mengenai data dari 
ukuran statistiknya baik yang dideskripsikan ukuran pemusatan data melalui nilai rata – 
rata atau mean serta bagaimana ukuran penyebaran data yang dapat dilihat dari standar 
deviasi untuk setiap variabel tersebut. 
Tabel 4 
Variable  Mean  Maximum  Minimum  Std. Dev. 
Tax Avoidance -0.003829 0.323685 -0.219151 0.058909 
Manajemen Laba -0.084064 0.812602 -1.820382 0.430187 
Komisaris Independen 0.377819 1.000000 0.000000 0.152094 
Komite Audit 2.667647 5.000000 0.000000 1.208920 
Kepemilikan Institusional 0.660010 0.982400 0.000000 0.239739 
Risiko Saham 0.135600 3.081811 0.000000 0.226726 
ROA 0.059672 0.416200 -0.279200 0.081404 
Leverage 1.229588 11.250000 0.040000 1.375399 
Ukuran Perusahaan 28.218580 33.134050 25.308430 1.640485 
 
Hasil Uji Outlier 
Dalam penelitian ini, dilakukan uji outlier untuk mengetahui dan menghilangkan 
sampel data yang memiliki nilai ekstrim, agar tidak terjadi bias dalam penelitian ini. 
Pada penelitian ini, nilai outlier ditentukan berdasarkan nilai z-score pada setiap 
variabel yang memiliki nilai z di bawah -4 dan di atas +4 sesuai dengan yang 
dikemukakan Ghozali (2013) untuk sampel besar nilai z-score antara 3 hingga 4. Hasil 
uji outlier pada model regresi yang digunakan menunjukkan adanya 14 perusahaan 
dengan data ekstrim yang harus dikeluarkan dari sampel data. Sehingga jumlah sampel 
data yang awalnya 82 perusahaan menjadi 68 data perusahaan selama periode 2011 
hingga 2015.  
  
Uji Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui apakah hasil penelitian diatas telah mencapai Best Linear 
Unbiased Estimator (BLUE), maka selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik. 
Uji Normalitas  
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Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak 
terdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan Jarque-Bera. Sebelum uji 
outlier dilakukan, uji normalitas pada 82 sampel perusahaan menunjukkan nilai yang 
signifikan sebesar 0,00 dimana nilai tersebut < α (0.05).  
Setelah dilakukan uji outlier, dilakukan kembali uji normalitas pada 68 data 
sampel perusahaan yang menunjukkan nilai tidak signifikan, yaitu sebesar 0.32 dimana 
nilai tersebut  > 𝛼 (0.05). Hal ini menunjukkan setelah dilakukan uji outlier, sampel 
penelitian menjadi terdistibusi normal. Berikut hasil uji normalitas sebelum dan setelah 
uji outlier dilakukan : 
Tabel 5 
 Sebelum Uji Outlier Sesudah Uji Outlier 
Jarque – Bera 7224.991 2.234655 
Probabilitas Jarque-Bera 0.0000 0.327153 
 
 
 
Gambar 1 
Uji Normalitas Setelah Uji Outlier 
 
Asumsi Heteroskesdasitas 
Uji asumsi heteroskesdasitas dilakukan untuk mengetahui ketidak samaan 
varian dari residual observari satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini, uji asumsi 
heteroskesdasitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Sebelum uji outlier 
dilakukan, uji asumsi heteroskesdasitas pada 82 sampel perusahaan menunjukkan hasil 
beberapa variabel masih menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu nilai probabilitasnya 
< 𝛼 (0.05). Hal tersebut menunjukkan data yang digunakan tidak bebas dari asumsi 
heteroskesdasitas. Sehingga dapat dikatakan varians data yang diolah masih memiliki 
varians yang berbeda. Berikut hasil pengujian untuk heteroskesdasitas pada data 
sampel 82 perusahaan.  : 
 
Tabel 6 
Variabel Prob. 
ML 0.9574 
KI 0.1269 
KA 0.5830 
KIS 0.4548 
RP 0.3466 
ROA 0.0001 
0
4
8
12
16
20
24
28
32
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2015
Observations 272
Mean      -5.23e-19
Median   0.000445
Maximum  0.098885
Minimum -0.111370
Std. Dev.   0.036955
Skewness   0.051484
Kurtosis   2.568059
Jarque-Bera  2.234655
Probability  0.327153
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Variabel Prob. 
LEV 0.6419 
UK 0.0050 
 
Setelah dilakukan uji outlier, dilakukan kembali uji heteroskesdasitas pada 68 
data sampel perusahaan yang menunjukkan nilai tidak signifikan untuk keseluruhan 
variabel. Hal ini menunjukkan setelah dilakukan uji outlier, sampel penelitian menjadi 
bebas dari asumsi heteroskesdasitas. Berikut hasil uji asumsi heteroskesdasitas setelah 
uji outlier dilakukan : 
Tabel 7 
Variabel Prob. 
ML 0.7592 
KI 0.8262 
KA 0.9250 
KIS 0.9522 
RP 0.7116 
ROA 0.1763 
LEV 0.3748 
UK 0.6775 
 
Asumsi Autokolerasi 
Uji asumsi Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 
antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Dalam penelitian ini, uji asumsi 
autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Sebelum uji outlier 
dilakukan, uji asumsi autokolerasi pada 82 sampel perusahaan menunjukkan hasil 
Durbin-Watson stat=1.9810 dilihat tabel durbin watson dengan jumlah variabel 
independen sebanyak 8 (k=8) dan jumlah observasi sebesar 410, maka nilai du = 
1,8778 dan 4-du = 2,1222 maka dw sudah berada pada du < dw < (4-du). Sehingga 
dapat dikatakan tidak terjadi korelasi antara data observasi dengan data observasi 
sebelumnya.  
Setelah dilakukan uji outlier, dilakukan kembali uji autokolerasi pada 68 data 
sampel perusahaan yang menunjukkan Durbin-Watson stat=2.0269 dilihat tabel durbin 
watson dengan jumlah variabel independen sebanyak 8 (k=8) dan jumlah observasi 
sebesar 340, maka nilai du = 1,86420 dan 4-du = 2,13580 maka dw sudah berada pada 
du < dw < (4-du). Sehingga dapat dikatakan sebelum dan setelah dilakukan uji outlier 
tidak terjadi korelasi antara data observasi dengan data observasi sebelumnya. Berikut 
hasil uji asumsi autokorelasi sebelum dan setelah uji outlier dilakukan : 
 
Tabel 8 
 
 
 
Asumsi Multikolinieritas 
 Sebelum Uji Outlier Sesudah Uji Outlier 
Durbin-Watson stat (DW) 1,9810 2,0269 
DU (k=8; df=340) 1,8778 1,8642 
4 – DU 2,1222 2,1358 
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Uji asumsi multikolinieritas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 
melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen 
dalam suatu model regresi linear berganda. Alat statistik yang akan digunakan dalam 
penelitian ini untuk menguji asumsi multikolinieritas adalah dengan variance inflation 
factor (VIF). Sebelum uji outlier dilakukan, uji asumsi multikoliniearitas pada 82 
sampel perusahaan menunjukkan hasil nilai VIF semua variabel berada pada nilai < 10. 
Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel independen 
yang ada dalam model regresi. Berikut hasil pengujian untuk asumsi multikolinieritas 
pada data sampel 82 perusahaan : 
Tabel 9 
Variablel Centered VIF 
ML 1.013549 
KI 1.029923 
KA 1.032397 
KIS 1.014341 
RP 1.072575 
ROA 1.014139 
LEV 1.087620 
UK 1.103071 
 
Setelah dilakukan uji outlier, dilakukan kembali uji multikolinieritas pada 68 
data sampel perusahaan yang menunjukkan nilai VIF semua variabel berada pada nilai 
< 10. Sehingga dapat dikatakan sebelum dan setelah dilakukan uji outlier tidak terjadi 
korelasi antara variabel-variabel independen yang ada dalam model regresi. Berikut 
hasil pengujian untuk asumsi multikolinieritas pada data sampel 68 perusahaan : 
 
Tabel 10 
Variabel Centered VIF 
ML 1.110395 
KI 1.046291 
KA 1.027732 
KIS 1.090648 
RP 1.033500 
ROA 1.265651 
LEV 1.436225 
UK 1.172675 
 
Uji Pemilihan Model 
Dalam memilih model regresi dengan data panel, dapat menggunakan model 
Pooled Least Square (PLS), fixed effect, atau random effect. Adapun pengolahan 
regresi model persamaan dalam penelitian ini dilakukan dengan program EVIEWS 9. 
Untuk memilih salah satu dari ketiga metode di atas, dilakukan 3 pengujian yakni uji 
chow (Chow test), uji Lagrange Multiplier (LM test) dan uji Hausman (Hausman test).  
 
Uji chow (chow test) 
Dari hasil olah data dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis uji chow 
menunjukkan hasil probabilitas cross section chi square 0.0000 < α (0.05) atau dapat 
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dikatakan signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan model fixed lebih baik dari 
model pool. 
Tabel 11 
Effects Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 3.037691 (67,264) 0.0000 
Cross-section Chi-square 194.311489 67 0.0000 
 
Uji Hausman 
Uji Hausman dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara 
model fixed atau model random. Berikut hasil pengolahan data uji Hausman dari 
eviews 9 :  
Tabel 12 
Test Summary Chi-Sq Statistic Chi-Sq. d.f. Prob 
Cross-section random 25.023215 8 0.0015 
 
Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis uji hausman 
menunjukkan hasil probabilitas cross section sebesar 0.0015 < α (0.05) atau dapat 
dikatakan signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan model fixed lebih baik dari 
model random. 
 
Uji Lagrange Multiplier (LM) 
Uji LM dilakukan untuk memilih model mana yang lebih baik antara model pool 
atau model random. Berikut hasil pengolahan data uji LM : 
 
Tabel 13 
 Cross-section Time Both 
Breusch-Pagan  34.15518  10.15618  44.31136 
 (0.0000) (0.0014) (0.0000) 
Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis uji LM 
menunjukkan hasil Breusch-Pagan sebesar 0.0000 < α (0.05) atau dapat dikatakan 
signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan model random lebih baik dari model 
pool.  
 
Uji Kelayakan Model dan Hipotesis 
Sesuai dengan hasil pengujian terhadap asumsi klasik serta pemilihan model 
pada sub-bab sebelumnya, maka model fixed dengan menggunakan data 68 
perusahaanlah yang terpilih menjadi model yang terpilih. Selanjutnya dilakukan uji 
kelayakan model untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam 
memperkirakan nilai aktual. Menurut Ghozali (2013) uji kelayakan model dapat diukur 
dengan nilai koefisien determinasi (adj R2); uji statistik F dan uji statistik t. Berikut 
hasil uji kelayakan model fixed dari data sampel 68 perusahaan : 
 
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R-square) 
Berdasarkan hasil uji nilai koefisien determinasi (Adjusted R-square) yang 
diperoleh sebesar 0.8531. Ini berarti bahwa penghindaran pajak yang diproksikan 
dengan ABTD pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 
dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu manajemen laba, komisaris independen, 
komite audit, kepemilikan institusional serta risiko saham sebesar 85,31% sisanya oleh 
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variabel lain di luar model. Berikut hasil uji koefisien determinasi pada model 
penelitian : 
Tabel 14 
R-squared 0.894305 
Adjusted R-squared 0.853111 
 
Uji Simultan/Uji F 
Berdasarkan tabel hasil uji simultan nilai p-value dari uji F (F statistic)  sebesar 
0.0000 < α = 0.05 dan nilai F statistic sebesar 21,70965 > 1,96 (nilai F tabel untuk 
observasi sebesar 340 data dan variabel independen = 8) sehingga dapat disimpulkan 
modelnya fit atau sesuai atau dengan kata lain variabel – variabel independen secara 
bersama – sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen (penghindaran pajak). Hal ini juga dapat dilihat dari pengaruh setiap variabel 
independen dimana dari 8 variabel independen terdapat 5 variabel yang memiliki nilai 
signifikan atau mempengaruhi variabel Tax Avoidance. Berikut hasil uji simultan : 
 
Tabel 15 
F-statistic 21.70965 
Prob(F-statistic) 0.000000 
 
 
Uji Parsial/Uji T 
Dari hasil model fixed effect diketahui bahwa secara bersama-sama seluruh 
variabel independen di dalam model persamaan memiliki hubungan signifikan terhadap 
variabel dependen yang diproksikan dengan ABTD. Namun secara individu dari 8 
variabel independen hanya 5 variabel yang menunjukkan nilai signifikan. Sedangkan 
arah dari koefisien hasil menunjukkan bahwa apabila bernilai positif maka variabel 
independen tersebut mempengaruhi peningkatan ABTD atau dengan kata lain semakin 
besar mempengaruhi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 
Hasil probabilitas yang digunakan adalah probabilitas dua arah karena nilai signifikan 
yang digunakan adalah α < 0,05. Oleh karena itu setelah hasil pengolahan data oleh 
eviews 9, maka hasil probabilitas dibagi 2. Berikut hasil uji t untuk masing – masing 
variabel :  
 
Tabel 16 
Variabel 
Prediksi 
Arah 
Koefisien 
t-
Statistik 
Probabilitas 
Probabilitas 
(satu arah) 
Kesimpulan 
ML (+) 0,0136 3,5799 0,0004 0,0002 H1 = Diterima 
KI (-) 0,0104 1,1293 0,2602 0,1301 H2 = Ditolak 
KA (-) -0,0060 -2,0401 0,0427 0,0214 H3 = Diterima 
KIS (-) 0,0136 2,3660 0,0190 0,0095 H4 = Ditolak 
RP (-) -0,0154 -5,7828 0,0000 0,0000 H5 = Diterima 
ROA  0,4438 29,8759 0,0000 0,0000  
LEV  -0,0034 -1,1211 0,2636 0,1318  
UP  -0,0063 -1,6385 0,1029 0,0515  
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a. Hipotesis 1, dalam penelitian ini dapat diketahui variabel manajemen laba sebesar 
0.013573 signifikan positif, dengan t-statistic = 3.579872 > 1,96 (t-tabel) dan 
probabilitas = 0.0002 < α 0,05. Hal ini berarti setiap kenaikan 1%  manajemen laba 
akan meningkatkan ABTD sebesar 1,3%. Artinya manajemen laba berpengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ABTD. Hal ini sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Scoot (2015) yang menyatakan motivasi penghematan 
pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagaia metode 
akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.  Sesuai dengan 
penjabaran diatas, maka H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap Tax 
Avoidance diterima.  
b. Hipotesis 2, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel komisaris independen 
dengan nilai koefisien 0.010356, dengan t-statistic = 1,129310 < 1,96 (t-tabel) dan 
probabillitas = 0,1301 > 0,05. Hal ini berarti komisaris independen tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan 
ABTD. Sesuai dengan penjabaran diatas, maka H2 : komisaris independen 
berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance ditolak. 
c. Hipotesis 3, dalam penelitian ini dapat diketahui variabel komite audit sebesar – 
0,006028 signifikan negatif, dengan t-statistic = |-2.040119| > 1,96 (t-tabel) dan 
probabilitas = 0.0214 < α 0,05. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% komite audit akan 
menurunkan ABTD sebesar 0,60%. Artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap 
penghindaran pajak yang diproksikan dengan ABTD. Sesuai dengan penjabaran diatas, 
maka H3 : komite audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance diterima.  
d. Hipotesis 4, dalam penelitian ini dapat diketahui variabel kepemilikan institusional 
sebesar 0.013643 signifikan positif, dengan t-statistic = 2.366022 > 1,96 (t-tabel) dan 
probabilitas = 0.0095 < α 0,05. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% kepemilikan 
institusional akan meningkatkan ABTD sebesar 1,36%. Artinya kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan 
dengan ABTD. Sesuai dengan penjabaran diatas, maka H4 : kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance ditolak.  
e. Hipotesis 5, dalam penelitian ini dapat diketahui variabel risiko perusahaan sebesar – 
0,015425 signifikan negatif, dengan t-statistic = |-5,782790| >1,96 (t-tabel) dan 
probabilitas = 0.0000 < α 0,05. Hal ini berarti setiap kenaikan 1% risiko perusahaan 
akan menurunkan ABTD sebesar 1,54%. Artinya risiko perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ABTD. Sesuai dengan 
penjabaran diatas, maka H5 : risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap Tax 
Avoidance diterima.  
 
Pengaruh Manajemen Laba terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil analisis pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini 
manajemen laba berpengaruh sebesar 0,013573 terhadap praktik pengindaran pajak 
dapat diketahui nilai koefisien positif, serta nilai probabilitas di bawah 0,05 
menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap praktik 
penghindaran pajak. 
Hal ini membuktikan sesuai dengan hipotesis dari Watt dan Zimmerman (1986) 
mengenai Political Cost yang menyatakan semakin besar perusahaan, semakin tinggi 
motivasi untuk melakukan penurunan laba. Dan hal tersebu sejalan dengan teori yang 
dikemukakan oleh Scoot (2015) yang menyatakan bahwa motivasi menghemat pajak 
menjadi motivasi perusahaan melakukan manajemen laba. Berbagai metode akuntansi 
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akan digunakan untuk mencapai tujuan penghematan pajak pendapatan perusahan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan 
bahwa dengan meningkatnya perilaku manajemen pajak yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang 
dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dengan kata lain, penghindaran pajak merupakan 
suatu motivasi bagi manajemen dalam melakukan manajemen laba. 
 
Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil analisis pada pengujian komisaris independen dapat diketahui 
bahwa nilai koefisien positif sebesar 0,010356 serta nilai probabilitas di atas 0,05, 
menunjukkan bahwa nilai komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak. Hal ini menyatakan besar atau kecil prosentase komisaris 
independen dalam perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan melakukan praktik 
penghindaran pajak. Hasil tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa 
GCG memiliki tujuan untuk mengontrol kinerja perusahaan dalam melaksanakan 
kegiatannya.    
Hasil ini diduga praktik penerapan aturan terkait adanya komisaris independen 
di Indonesia masih dipandang sebagai aturan wajib saja, sehingga banyak  perusahaan 
yang masih belum melaksanakan aturan tersebut. Selain itu komisaris independen yang 
menjabat di beberapa perusahaan diduga tidak melaksanakan kewajibannya seperti 
melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada 
umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat 
kepada direksi sehingga praktik penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh ada 
atau tidaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan. 
 
Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil analisis pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini komite 
audit berpengaruh negatif terhadap praktik pengindaran pajak dapat diketahui nilai 
koefisien – 0,006028, serta nilai probabilitas di bawah 0,05 menunjukkan bahwa 
komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan tujuan dari adanya GCG yakni untuk mengontrol tindakan 
manajemen perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya termasuk praktik 
penghindaran pajak.  
 
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance 
Berdasarkan hasil analisis diatas, kepemilikan institusional memiliki nilai 
probabilitas dibawah 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel 
kepemlikan institusional terhadap tax avoidance. Namun nilai koefisien positif sebesar 
0,013643, yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh 
dalam menurunkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen 
perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang merupakan 
salah satu komponen dari GCG tidak berjalan sesuai fungsinya sebagai pengontrol dari 
kegiatan perusahaan terutama kaitannya dengan penghindaran pajak. Hal ini diduga 
terkait dengan kepentingan pihak pemilik institusional yang mengharapkan laba dari 
perusahaan, sehingga bukannya mengkontrol adanya tindakan manajemen yang 
berpotensi pada penghindaran pajak, pemilik institusional malah mendorong 
manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.  
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Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance  
Berdasarkan hasil analisis pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini risiko 
perusahaan dapat diketahui bahwa nilai koefisien negatif sebesar – 0,015425 serta nilai 
probabilitas di bawah 0,05, menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko saham 
perusahaan maka semakin rendah perusahan melakukan praktik penghindaran pajak. 
Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan, maka manajemen 
perusahaan akan berusaha untuk fokus pada tujuan menstabilkan risiko perusahaan 
tersebut. Fokus manajemen pada tujuan menstabilkan risiko perusahaan akan membuat 
manajemen mengurangi tindakan-tindakan oportunis yang dapat memperburuk citra 
perusahaan. Salah satu isu yang dapat memperburuk citra perusahaan adalah kasus 
penggelapan pajak (tax evasion) yang pada umumnya diawali oleh praktik-praktik 
penghindaran pajak (tax avoidance).  
 
 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
 Pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan adanya ROA, Leverage 
dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yang digunakan untuk menjaga agar 
model yang dibuat terhindar dari varian atas ROA, Leverage dan ukuran perusahaan; 
maka : 
1. Manajemen laba berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance (ABTD); 
2. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (ABTD);  
3. Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance (ABTD); 
4. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (ABTD). Hal 
tersebut menunjukkan fungsi kontrol pemilik institusional tidak berjalan dan malah 
meningkatkan potensi manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak; 
5. Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance (ABTD).  
 
Keterbatasan  
Berbagai keterbatasan dalam penelitian ini terjadi, mulai dari pengambilan 
sampel maupun pengukuran variabel yang memungkinkan dapat  berpengaruh terhadap 
hasil penelitian. Keterbatasan utama penelitian ini adalah masih terdapat beberapa data 
outlier di dalam sampel awal penelitian sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal 
dari yang diharapkan oleh penulis 
 
Saran 
Di dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dilakukan 
penyempurnaan untuk studi dimasa yang akan datang, untuk mengatasi keterbatasan 
disarankan kepada peneliti selanjutnya, antara lain: 
1. Untuk memperluas objek penelitian tidak hanya pada industri manufaktur tetapi 
melibatkan sektor lain seperti industri perbankan, pertambangan, dan perkebunan 
sehingga dapat dikaji lebih dalam apakah terhadap perbedaan hasil jika model 
penelitian diterapkan pada industri yang berbeda. 
2. Untuk memperpanjang periode penelitian agar hasil olah data dapat lebih valid dan 
akurat dalam menjawab hipotesis.  
3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji beberapa faktor lainnya 
yang diduga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dan dapat 
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menggunakan variabel lainnya seperti kualitas audit, karakter eksekutif dan 
sebagainya 
4. Penggunaan alat pengolahan data lain seperti SPSS, stata, dan sebagainya 
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